PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Mengingat : 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran
Negara Nomor 4355);

5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
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Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negra Nomor 6056);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201
7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng
Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 283);

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2
Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 251);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3
Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041
(Lembaran Daerah Provinis Sulawesi Selatan Tahun
2009 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 322);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bantaeng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantaeng Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan lembaran
Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 34);

16. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 8 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten
Bantaeng Tahun 2024 - 2026 (Berita Daerah
Kabupaten Bantaeng Tahun 2023 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.

2. Bupati adalah Bupati Bantaeng

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
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4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelengggaraan urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 —
2026 yang selanjutnya disebut RPD Kabupaten Bantaeng adalah
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 -
2026.

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang
selanjutnya disebut RKPD Tahun 2025 adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode tahun 2025.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 yang
selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahun 2025
Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah
Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini bahwa

RKPD Tahun 2025 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran
pokok perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten
Bantaeng Tahun 2024 - 2026 serta arah kebijakan dan isu strategis

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, untuk keselarasan program

dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan nasional

dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata Daerah dalam
upaya perbaikan di segala bidang pembangunan.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai :

a. pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. acuan bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung capaian target
dan sasaran pembangunan Daerah;

c. sebagai dasar penyusunan kebijakan umum anggaran pendapatan
dan belanja Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara
sebagai landasan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2025; dan

d. untuk melakukan penyusunan RKA bagi perangkat daerah lingkup
pemerintah daerah.
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BAB III
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPD
Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB1 : PENDAHULUAN
BABII : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA PENDANAAN DAERAH
BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VII : PENUTUP

(2) Uraian sistematika RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB IV
LAPORAN DAN EVALUASI
Pasal 4

(1) Perangkat Daerah membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan
atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian
tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing
program.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada
Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

(3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi
analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang
diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 5
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian

antara rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 hasil
pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
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BAB YV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 5 Juli 2024

Pj. BUPATI BANTAENG,

ANDI ABUBAKAR

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 5 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,

${ttd)

MUH. RIVAI NUR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024 NOMOR 12
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